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Pertanyaan tentang kedudukan agama dalam negara pasca-tradisional, 
yang pernah dianggap sudah terjawab sekularisasi sekarang malah 
semakin menyebul ke atas lagi. Jiirgen Habermas sendiri yang tidak 
beragama termasuk pemikir pertama yang peka terhadap tren baru 
ini. Habermas menegaskan bahwa agama-agama harus berpartisipasi 
dalam diskursus publik tentang ke mana kita mau bergerak. Buku 
Sdr. Gusti Menoh ini merupakan pengantar yang sangat bermanfaat 
ke dalam arus munculnya kembali agama di tengah-tengah masyarakat 
sekuler. Ia sekaligus menunjuk relevansi pemikiran Habermas bagi kita 
di Indonesia. 


Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno — Guru Besar Filsafat STF Driyarkara 
Jakarta. 


Dengan bahasa yang mengalir lancar, penulis buku ini, Gusti Menoh, 
memperkenalkan pada kita pemikiran penting filsuf besar Habermas 
terkait peran agama di ruang publik. Teori deliberatif Habermas yang 
dibahas penulis secara khusus memiliki makna penting bagi kenyataan 
keragaman agama dan etnis di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, 
di mana agama-agama masih kuat berpengaruh terhadap kehidupan 
masyarakat, peran agama di ruang publik akan semakin bermakna 
jika komunitas beragama terbuka pada komunikasi intersubyektif dan 
interreligious. Buku ini patut dibaca oleh masyarakat Indonesia yang 
masih bergulat mengenai peran agama di ruang publik. Secara khusus 
para pemimpin agama dan umat beragama perlu mendalami buku 
ini dan mulai melatih kemampuan terlibat dalam diskursus dalam 
ruang publik melalui penerjemahan ungakapan-ungkapan partikular 
keagamaan ke dalam bahasa universal dan kesediaan saling belajar dari 
komunitas agama yang berbeda, bahkan dengan kaum sekuler. Hanya 
dengan begitu agama-agama menjadi bermakna dalam penataan rumah 
bangsa, Indonesia. 


Dr. Mery Kolimon — Pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Kristen 


Artha Wacana Kupang. 
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Pembicaraan tentang agama dalam ruang publik pastilah merupakan 
diskusi yang menarik dan banyak sisi pandangan yang terlibat di 
dalamnya. Jiirgen Habermas sebagai pemikir yang sangat kritikal 
terhadap kecenderungan pos-modernisme, di usia lanjutnya 
menekankan perlunya dialog dan koeksistensi damai antara iman dan 
nalar. Karya ini telah ikut memperkaya dunia pemikiran filosofis dalam 
bahasa Indonesia. 


Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 
dan pendiri Maarif Institute. 


Jiirgen Habermas adalah salah satu filsuf dan teoretikus modern yang 
sangat penting dan berpengaruh tentang konsep hubungan ideal 
antara agama dan politik yang terus menjadi perdebatan sengit antar- 
kelompok. Bagi kaum sekularis-liberal, agama harus “didomestikasi” 
ke dalam ruang-ruang privat supaya tidak boleh mencampuri urusan 
publik dan politik pemerintahan. Sementara itu bagi kaum agamis- 
komunitarian, agama harus ikut berkontribusi dan menjadi bagian 
ruang publik dan politik. Menghadapi dua kubu ekstrem ini, Habermas 
muncul dengan solusi menarik dan teori-teori yang kritis baik terhadap 
kubu pendukung privatisasi agama maupun supporter deprivatisasi 
agama. Dalam buku ini, Gusti Menoh telah menguraikan dengan baik 
perkembangan pemikiran dan premis-premis teori Habermas yang 
cukup pelik itu untuk kemudian mencoba didialogkan dengan situasi 
sosial-politik-keagamaan kontemporer di Indonesia yang tentu saja 
sangat bermanfaat bagi semua pihak yang ingin menyaksikan relasi 
sinergis-toleran-demokratis antara agama dan politik di bumi pertiwi 
ini. 


Sumanto Al Ourtuby, Ph.D. — Assistant Professor of Anthropology, 
Department of General Studies, King Fahd University of Petroleum and 
Minerals, Arab Saudi. Ia memperoleh PhD dari Boston University. 


Buku tipis ini memberi kita ketebalan pemahaman tentang relasi 
agama dan negara melampaui kesempitan perspektif sekularisme dan 
fundamentalisme. Melalui trayek pemikiran Habermas tentang agama 
di ruang publik, kita bisa menemukan rambu-rambu pencerahan 
untuk mengargumentasikan konsepsi visioner Pancasila sebagai agama 
sipil di Indonesia, memberi pemahaman lebih baik cara menyelami 
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kedalaman kandungan sila-silanya, untuk dikembalikan sebagai 
mutiara sumbangsih Indonesia pada nalar universal. Buku yang patut 
dibaca oleh siapapun yang memimpikan cara menegara (bernegara) 
yang religius dan mengagama (beragama) yang berkeadaban publik. 


Yudi Latif, Ph.D. — Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan dan Ketua Pusat 
Studi Pancasila Universitas Pancasila Jakarta. 


Sudah waktunya kita mendapatkan penjelasan mengenai hal ihwal 
ruang publik dan hubungannya dengan agama-agama di Indonesia pada 
masa kini. Buku Gusti Menoh merupakan sebuah sumbangan yang 
amat berharga. Saya juga sangat tertarik membaca ulasannya mengenai 
fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. Yang terakhir itu, 
sejauh saya tahu, jarang dibicarakan. 


Prof. Gerrit Singgih, Ph.D. — Guru Besar Teologi Universitas Kristen Duta 
Wacana (UKDW) Yogyakarta. 


Dalam masyarakat-masyarakat tradisional yang cenderung homogen, 
norma pengaturan hidup masyarakat cukuplah diambil dari agama atau 
kebudayaan tertentu. Tetapi sejak era modern, lahir negara hukum 
demokratis di mana hukum dijadikan sabuk pengaman terakhir bagi 
integrasi sosial. Negara hukum demokratis tidak lagi mengacu pada 
paham-paham agama sebagai basis legitimasinya melainkan semata- 
mata pada nalar universal. Itulah yang dikupas dengan tuntas oleh 
Gusti Menoh ini. Suatu perjalanan negara bangsa mencari hukum yang 
demokratis, yang tidak berpegang pada nilai tunggal paham beragama, 
tetapi lebih pada nilai-nilai kemanusiaan yang lebih demokratis. 


Prof. Dr. Denny Indrayana — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 
Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. 


Kupasan yang sangat berani terhadap permasalahan pelik kehidupan 
perpolitikan di Indonesia sejak 1945, yaitu hubungan agama dan politik. 
Ini adalah cermin kegelisahan generasi muda yang prihatin terhadap 
masa depan mereka. 


Prof. John A. Titaley, Th.D. — Guru Besar Teologi Universitas Kristen Satya 
Wacana (UKSW) Salatiga. 
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Aloysius Pieris, teolog Srilanka menyifatkan agama-agama sebagai yang 
membebaskan dan memperbudak sekaligus. Dalam wajahnya yang 
membebaskan, agama-agama memberikan pencerahan, menyiapkan 
kemungkinan bagi dibukanya relasi-relasi antar-manusia, bahkan 
menginspirasi untuk mencapai kelepasan dan pembebasan. Tetapi 
dalam wajahnya yang memperbudak, agama-agama menghantar kepada 
fanatisme, pengerasan-pengerasan hubungan antar-manusia, mendorong 
masuk ke dalam ghetto, dan bukan tidak mungkin membinasakan. 
Rasanya umat manusia perlu didorong untuk memperkembangkan 
sisi yang membebaskan dari agama-agama itu, kalau sungguh ingin 
dimajukan peradaban yang manusiawi guna mencapai kemaslahatan 
bersama. Tulisan Gusti A. B. Menoh yang berjudul, Agama Dalam 
Ruang Publik memang memfokuskan perhatian terhadap hubungan 
agama dan negara menurut Jiirgen Habermas, seorang filsuf kondang 
di abad 21 ini. Namun saya yakin, melalui tulisan ini seseorang akan 
memperoleh inspirasi bagaimana hendaknya menjalin relasi-relasi yang 
sehat di antara sesama warga negara, justru ketika kita tidak menganut 
agama yang sama. 


Dr. Andreas A. Yewangoe — Mantan Ketua Umum PGI/ Persekutuan Gereja- 
Gereja di Indonesia, periode 2004-2009, 2009-2013. 


Buku ini membantu kita untuk mereview peran sosial agama sekaligus 
menjadi tantangan untuk eksistensinya sendiri. Salah satu terobosan 
telaah atas teologi di nusantara. 


Diah Pitaloka — Anggota DPR-RI periode 2014—2019, Komisi II. 


Tulisan Gusti Menoh yang memperkenalkan pemikiran seorang filsuf 
besar Habermas bisa memberikan makna penting dalam konteks 
beragama di Indonesia maupun di lain tempat di belahan dunia ini. 
Indonesia sedang membangun Kerukunan Umat Beragama dan sedang 
menyusun UU tentang kerukunan umat beragama, di mana tulisan 
ini dapat menjadi salah satu sumber yang menarik dan penting untuk 
dibaca agar Indonesia menjadi negara religius yang lebih demokratis 
terutama dalam menyikapi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan 


beradab. 


Ida Pedanda Gede Wayahan Wanasari — Pendeta Hindu di Bali, Ketua 
Forum Kerukunan Umat Beragama Prov. Bali dan Kota Denpasar, Bali. 
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PRAKATA 


There are good reasons, in fact, for supposing that all the gods 


could learn from us in several respects. We men are more 
humane. (F. Nietzsche) 


Pemikiran Jiirgen Habermas dalam bidang filsafat politik yang 
disajikan dalam buku ini mau menawarkan kepada pembaca 
sebuah perspektif bagi praktik demokrasi di Indonesia dewasa 
ini. Melampaui liberalisme sekular Barat yang memusuhi 
agama dan komunitarianisme yang menolak pembatasan peran 
politis agama dalam negara hukum demokratis, model yang 
dikembangkan dalam terang demokrasi deliberatif Habermas 
ini mengambil jalan tengah dari dua ekstrem berpikiritu. Model 
ini relevan karena dalam praktik demokrasi di Indonesia pasca 
Orde Baru, sementara secara prosedural model yang dominan 
adalah demokrasi liberal, namun diam-diam tampaknya kita 
menganut komunitarianisme dari segi substansi. Hal ini mudah 
diamati. 


Di satu sisi, perangkat-perangkat demokrasi liberal se- 
perti hak-hak sipil dan politik yang meliputi kebebasan sipil 
dan politik (kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat, 
serta kebebasan beragama), instrumen-instrumen yang 
mendorong masyarakat sipil, dan pemilihan umum yang 
bebas dan adil serta kebebasan untuk membentuk partai 
politik telah berkembang baik. Tetapi di sisi lain, semangat 
komunitarianisme makin menguat, hal mana dewasa ini 
masyarakat cenderung mengidentifikasi diri sebagai etnos, yakni 
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sebagai warga komunitas lokal, atau sebagai bagian dari agama 
atau etnis daripada sebagai warga negara (citizen) Indonesia. 
Semangat komunitarianisme seperti ini menghasilkan situasi 
politik kewargaan yang mengkhawatirkan, karena Indonesia 
diam-diam sesungguhnya berada dalam bahaya tingginya 
politik berbasis identitas Kenyataan ini menimbulkan 
persoalan karena demokrasi mensyaratkan citizenship-politics, 
dan bukannya religion/ethnicity-based politics. 


Kecenderungan komunitarianisme ini tidak hanya 
melahirkan berbagai tindakan kekerasan dan teror di tanah 
air, melainkan secara formal berhasil meransek masuk ke 
sistem politik dan lalu melahirkan undang-undang dan 
peraturan-peraturan bernuansa religius dan etnosentris. 
Perda-perda berbasis agama di sejumlah daerah, kemunculan 
kelompok-kelompok fundamentalis di tanah air, larangan 
terhadap keberadaan kelompok minoritas tertentu, penolakan 
terhadap Kepala Daerah tertentu yang tidak seiman dengan 
warga mayoritas, pengkafiran terhadap sesama yang berbeda 
agama, pengharaman pluralisme dan sekularisme, merupakan 
sejumlah contoh dari politik identitas komunitarian. Hal 
ini merupakan persoalan serius karena kita hidup dalam 
masyarakat yang sangat kompleks dan plural. Dalam konteks 
kemajemukan semacam ini, sudah tidak relevan lagi untuk 
menjadikan doktrin komprehensif dari agama atau budaya 
tertentu sebagai sabuk integrasi sosial. Hukum merupakan 
sabuk pengaman terakhir bagi integrasi sosial dalam setiap 
negara modern yang demokratis. Dan Indonesia merupakan 
negara hukum demokratis yang menjadikan hukum rasional 
sebagai medium integrasi sosialnya sejak republik ini didirikan. 
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Buku ini dihadirkan untuk menegaskan pentingnya 
menjaga tegaknya negara hukum demokratis berhadapan 
dengan berbagai doktrin komprehensif (agama, budaya, 
pandangan dunia) yang selalu berusaha melegitimasikan 
kekuasaannya. Berbeda dari perspektif sempit liberalisme 
sekuler Barat yang menuntut privatisasi agama dan komu- 
nitarianisme yang menolak pemisahan agama dan politik, 
Habermas dengan menerapkan teori demokrasi deliberatifnya 
menuntut komunikasi antara agama dan negara hukum 
demokratis. Di satu sisi, Habermas memegang teguh prinsip 
negara hukum modern yang berlandaskan akal budi rasional. 
Jadi negara hukum, agar menjaga netralitasnya maka hanya 
boleh berdiri di atas prinsip-prinsip hukum yang rasional. Di 
sisi lain, Habermas berpendapat bahwa argumen-argumen 
religius perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari proses 
diskursus di dalam ruang publik politis karena tradisi-tradisi 
religius itu mengandung kekuatan epistemik (nilai rasional) 
dan motivasional yang kaya. Praktis dalam negara hukum 
demokratis, agama disyaratkan melepaskan klaim otoritas 
sakralnya dan bersedia masuk ke dalam diskursus rasional 
dengan tolok ukur validitas argumen rasional. Habermas 
mendesak agama untuk memperluas perspektifnya lewat 
proses diskursus atau penalaran publik sehingga kekayaan- 
kekayaan kognitif dan moral dalam agama itu pada gilirannya 
dapat berkontribusi bagi negara hukum demokratis modern. 
Habermas berkeyakinan bahwa dengan cara itu, di satu sisi, 
legitimitas kekuasaan negara hukum terjamin karena berciri 
inklusif dan deliberatif terhadap berbagai pihak dalam 
masyarakat, termasuk kelompok-kelompok keagamaan, di sisi 
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lain, aspirasi-aspirasi religius tidak ditindas melainkan malah 
diberdayakan guna memperkuat demokrasi dan nilai-nilai 
yang menyertainya. Posisi moderat Habermas itu bertolak 
dari keyakinan dasar bahwa integrasi sosial masyarakat plural 
harus mengacu pada proses komunikasi sosial dan bukan 
pada doktrin komprehensif tertentu. Pemikiran Habermas ini 
relevan untuk konteks Indonesia. 


Mempelajari Habermas dapat membawa keuntungan 
intelektual tersendiri. Karya-karya Habermas tidak mudah 
dipahami tetapi saya mengalami pertumbuhan dengan 
mengunyah-ngunyah teks-teksnya, sembari bertanya-tanya 
dalam hati pribadi macam apa manusia ini yang memiliki 
pikiran-pikiran yang begitu mengagumkan (sebuah kekaguman 
yang saya alami dengan para filsuf yang lain juga). Selain itu, 
kemampuan Habermas untuk mengembangkan pemikirannya 
dalam diskursus terus-menerus dengan para filsuf sepanjang 
sejarah, dengan lawan-lawan debatnya, dengan rekan-rekan 
sealiran, dengan berbagai aliran filsafat dan sosiologi modern, 
membuat siapapun yang mempelajarinya diperkaya dari 
segi pengetahuan dan wawasan. Lebih jauh, sebagai filsuf 
yang sungguh-sungguh punya komitmen pada rasionalitas, 
mempelajarinya makin meyakinkan kita bahwa nalar tetap 
merupakan sarana emansipasi sosial yang tak tergantikan. 
Sebagaimana dikatakan Thomas McCarthy, diantara para 
filsuf kontemporer, Habermas terhitung sebagai “rasionalis 
terakhir”. Sebab, sementara banyak pemikir kontemporer 
menjadi sinis terhadap kekuatan emansipasi rasio modernitas, 
Habermas tetap meyakini kemampuan utopis modernitas 
itu. Dalam era posmodernisme di mana keyakinan pada 
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kekuatan rasionalitas yang menjadi proyek pencerahan untuk 
melahirkan masyarakat yang baik kelihatan tinggal sebagai 
mitos, Habermas tetap menjadi salah satu pembela utama 
rasionalitas. Habermas menegaskan bahwa komitmen pada 
rasionalitas tak terpisahkan dari proyek mempromosikan 
tatanan sosial demokratis. Dan itulah yang melatarbelakangi 
proyek Habermas dalam filsafat politiknya ini. 


Buku ini merupakan pengembangan atas tesis saya di 
Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta. Maka sudah 
tentu di atas pundak para punggawa filsafat di sanalah saya 
berdiri. Para filsuf dan guru saya, Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno 
(yang juga penguji tesis saya), Prof. Dr. J. Sudarminta, Prof. Dr. 
Sastrapratedja, Prof. Alex Lanur, Prof. Dr. Alois A. Nugroho, 
Prof. Dr. Mudji Sutrisno, Prof. Kautsar Azhari Noer, Dr. Kalina 
Supelli, Dr. F. Budi Hardiman (yang juga pembimbing tesis 
ini), Dr. B. Herry-Priyono, Dr. Simon P. L. Tjahjadi, Dr. A. 
Setyo Wibowo, Dr. Robertus Robert, Dr. Matius Ali, Dr. A. 
Sunarko (penguji tesis ini), (alm.) Dr. Hari Kustanto, kepada 
semua saya berterima kasih. Dari merekalah, saya mengalami 
betul apa arti “ex philosophia claritas” dan berani menulis 
seperti ini. Teman-teman sewaktu Matrikulasi maupun di 
pascasarjana juga turut mendukung keberhasilan studi dan 
tesis saya itu, diantaranya Yanny Mokorowu, Yuni Asriyanti, 
Hendra Haryanto, Evelyne Yudiarti, Aurora Anggarani Ponda, 
Wahyudin, Aswin Simatupang, David Tobing, Aditya Permana, 
Alexander Aur, Bambang Murtianto, Torang Sitanggang, Peter 
Devantara, Prisca, Gita, Jabatin Bangun, Ito Prajna Nugroho, 
kepada semuanya saya berterima kasih. Saya berterima kasih 
juga kepada para pemberi endorsement: Prof. Dr. Ahmad Syafi 
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Maarif, Prof. Gerrit Singgih, Ph.D., Ida Pedanda Gede Wayahan 
Wanasari, Prof. Dr. Denny Indrayana, Dr. Mery Kolimon, Yudi 
Latif, Ph.D., Prof. John A. Titaley, Th.D., Sumanto Al Ourtuby, 
Ph.D., Dr. Andreas A. Yewangoe, Diah Pitaloka, Prof. Dr. Franz 
Magnis-Suseno, yang di tengah-tengah kesibukan masing- 
masing sebagai orang-orang penting masih menyediakan waktu 
untuk melihat teks saya dan menggoreskan apreasiasinya yang 
mendalam. Juga terima kasih secara khusus kepada Dr. F. Budi 
Hardiman atas kata pengantarnya yang sangat baik. 


Pihak-pihak yang pernah turut mendukung studi 
dan penyelesaian tesis baik secara langsung maupun tidak 
langsung, Semuel Lusi, M.Si, Dr. Daniel Yusmic Foekh, Dr. 
Imanuel Blegur, Yafet Rissy, M.Si, LLM., Neil Rupidara, Ph.D., 
dan Nelsy Hasibuan, M.Si, Pdt. Sara Henny Rieuwpassa, Pdt. 
Mesakh Krisetya, Pdt. Esther Tulung, Pdt. Roubrenda N. 
Ralahallo, Pdt. Hendra Purba, Imanuel Paidjo, dan keluarga saya 
sendiri, kepada semua saya berterima kasih. Para mahasiswa 
dan kolega-kolega saya di UKSW, terutama di fakultas Teologi, 
yang telah turut memelihara hasrat episteme saya, terima 
kasih. Sesungguhnya masih banyak pihak yang turut berperan 
tetapi tak mungkin semuanya disebutkan karena keterbatasan 
ruang, saya berterima kasih. Atas terbitnya buku ini, saya 
mengarahkan rasa terima kasih juga kepada Penerbit Kanisius. 
Bagaimana pun, tak ada karya sempurna di bawah kolom 
langit ini. Klaim kesempurnaan biasanya menjadi berhala 
yang menyesatkan. Sadar akan anugerah keterbatasan dan 
kekurangan yang ada dalam diri, maka saya terbuka kepada 
pembaca budiman yang ingin mengajukan tanggapan, evaluasi, 
kritik, pertanyaan, dan lain sebagainya melalui alamat email 
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dalam bagian profil. Akhirnya, buku ini saya persembahkan 
kepada Ibu saya, Magdalena Menoh, yang sedang berulang 
tahun. 


Selamat membaca! 
Salatiga, 11 Maret 2015 
Gusti A. B. Menoh 
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Habermas dan Peran 
Publik Agama 


Sebuah Pengantar 


F. Budi Hardiman 


Di dalam wawancaranya dengan Eduardo Mendieta, filsuf dan 
tokoh Jerman kontemporer Jiirgen Habermas melontarkan 
sebuah kritik yang tajam atas tesis sekularisasi. Tesis yang 
dibela oleh banyak intelektual Barat di abad ke-19 dan ke-20 
ini menegaskan bahwa lewat proses modernisasi, agama akan 
makin pudar dan menjadi kurang penting bagi para anggota 
masyarakat modern. Kita cukup membuka buku-buku 
klasik dalam filsafat dan ilmu-ilmu kemanusiaan dan akan 
menemukan bahwa orang-orang seperti Auguste Comte, Emile 
Durkheim, Karl Marx, Max Weber, Sigmund Freud berdiri 
teguh sebagai pembela-pembela tesis tersebut.' Menurut 
Habermas visi masa depan yang diproyeksikan di dalam 
tesis sekularisasi itu terlalu simplistis. Lewat modernisasi, 
sebagaimana sistem sosial lain, agama juga mendiferensiasi 
diri dari fungsi-fungsi kemasyarakatan lainnya dan membatasi 
diri pada cura animarum. Peran publiknya memang pudar. 
Akan tetapi menurutnya tidak benar bahwa modernisasi 


1 Lih. Paul Cliteur, The Secular Outlook. In Defense of Moral and Political 
Secularism, Wiley-Blackwell, Oxford, 2010, hlm. 2. 
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masyarakat niscaya melenyapkan makna agama. Tidak hanya 
di Eropa, melainkan juga di Amerika, Asia dan Afrika agama- 
agama dunia (Kekristenan, Islam, Hindhu dan Buddha) tetap 
merupakan “kekuatan pembentuk kebudayaan” yang vital, 
sehingga modernitas memiliki berbagai bentuk tergantung 
pada pengaruh agama di dalamnya. 


Minat pada agama dalam proses modernisasi bukanlah 
hal baru di dalam pemikiran Habermas. Di dalam karya besarnya 
lebih dari dua dekade yang silam Theorie des kommunikativen 
Handelns (Teori Tindakan Komunikatif, 1981), dia sudah 
berkeberatan dengan anggapan bahwa sekularisasi akan 
menghancurkan moral agama. Dalam buku itu sekularisasi 
merupakan bagian dari apa yang disebutnya “rasionalisasi 
dunia-kehidupan” yang di dalamnya agama dirasionalkan lewat 
pemakaian bahasa religius. Namun di sana Habermas masih 
mempertahankan anggapan bahwa sekularisasi bertentangan 
dengan agama, dan rasionalitas di masa depan akan mengatasi 
agama. Di dalam tulisan-tulisan terbarunya yang dikumpulkan 
dalam Zwishen Religion and Naturalismus (Antara Agama 
dan Naturalisme, 2005) dan di dalam hasil diskusinya dengan 
para profesor dari Hochschule fiir Philosophie Miinchen 
yang dikumpulkan dalam Ein Bewubtsein von dem, was fehlt 
(Suatu Kesadaran tentang apa yang kurang, 2008), dia telah 
meninggalkan anggapan yang berat sebelah itu. Hal baru yang 
juga merupakan provokasi untuk sekularisme Barat adalah 


2 Lih. Jiirgen Habermas, “Ein neues Interesse der Philosophie an der Religion. 
Ein Gesprach”, dalam: Jiirgen Habermas, Nachmetaphysisches Denken II, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M., 2012, hlm. 96-97. 

3 Bdk. David Ingram, Habermas. Introduction and Analysis, Cornell University 
Press, Ithaca, 2010, hlm. 322. 
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sarannya untuk memberi kembali peran publik untuk agama 
di dalam demokrasi. 


Mengapa peran agama perlu diperhitungkan kembali 
dalam demokrasi? Untuk itu Habermas memiliki alasan yang 
patut disimak. Di dalam demokrasi suara hati umat beragama 
— sesuatu yang bersumber dari iman religius — dapat menjadi 
kekuatan kritis terhadap kekuasaan tiranis dan ketidakadilan 
sosial, sebagaimana dipraktikan dalam civil rights movement 
yang dipimpin oleh Pendeta Martin Luther King Jr. di 
Amerika Serikat. Kita dapat menambahkan beberapa contoh 
lain, seperti gerakan Solidarnose di Polandia dan people power 
di Philipina. Peran kelompok-kelompok Islam moderat dalam 
gerakan reformasi di Indonesia adalah contoh lain lagi. Akan 
tetapi Habermas sangat berhati-hati untuk percaya seratus 
persen pada agama sebagai kekuatan politis. Seperti pernah 
terungkap dalam perdebatannya dengan Kardinal Ratzinger, 
agama bukan hanya sebuah kekuatan kritis, melainkan juga 
dogmatis dan bahkan bisa patologis. Dalam hal ini sekularisme 
merupakan kekuatan kritis terhadap tirani religius dan fideisme. 
Kewaspadaan ini tepat, karena justru di awal abad ke-21 ini 
terjadi kebangkitan sentimen-sentimen religius dan serangan- 
serangan terhadap negara sekular. Bukti-bukti untuk itu 
menumpuk, mulai dari tragedi 11 September (9/11), berbagai 
teror bom di Eropa, Asia, Australia, sampai pada gerakan ISIS 
(Islamic State of Irag and Syria). Karena itu, menurutnya dalam 
demokrasi kontemporer agama dan sekularitas perlu dilihat di 
dalam sebuah hubungan dialektis. 


4 Bdk. David Ingram, ibid., hlm. 222. 
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Watak ganda dari agama tersebut harus selalu 
dikalkulasi, jika demokrasi kontemporer ingin memberi 
peran publik untuknya. Agama, misalnya, tidak dapat 
sepenuhnya menduduki fungsi pemerintahan, sehingga 
negara menjadi teokratis. Seperti kebanyakan pendukung 
liberalisme, Habermas tetap berpegang teguh pada pendirian 
awalnya dalam Strukturwandel der Offentlichkeit (Perubahan 
Struktur Ruang Publik, 1962) bahwa agama harus secara 
ketat dipisahkan dari politik dan dimasukkan ke dalam ruang 
privat. Namun ada fakta yang sulit disangkal yang membuat 
dia harus menegosiasikan kembali prinsip sekularisasi ketat 
seperti yang sampai saat ini dijalankan di Prancis (laicite) dan 
di Turki (laiklik), yakni bahwa pemerintahan demokratis 
membutuhkan legitimasi juga dari para warganegaranya 
yang beriman. Esensi demokrasi adalah komunikasi, maka 
sejalan dengan tradisi kritis yang dirintis oleh Immanuel Kant, 
Habermas melihat esensi demokrasi pada apa yang disebut 
“pemakaian akal secara publik” (offenilicher Vernunftsgebrauch) 
atau penalaran publik. Hasil negosiasi itu adalah penentuan 
locus agama dalam demokrasi, yakni: ikut serta memberi 
penalaran publik. Locus itu merupakan penawaran maksimum 
yang bisa diberikan oleh Habermas kepada agama mengingat 
watak ganda agama yang telah disinggung di atas. 


Bagaimana public use of reason ini dijelaskan oleh 
Habermas dalam konteks demokrasi pluralistis? Untuk 
menjawab ini kita perlu mengacu pada buku yang ditulisnya 
di tahun go-an, Faktizitiit und Geltung (Fakta dan Kesahihan) 
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Between 
Fact and Norm. Dalam buku ini Habermas membangun 
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sebuah model komunikasi politis yang disebut “demokrasi 
deliberatif”. Demokrasi digagasnya sebagai sesuatu yang 
radikal-normatif, yaitu pemerintahan oleh yang diperintah 
(die Regierung der Regierten). Jika proyek demokrasi radikal 
ini ingin diwujudkan, menurutnya undang-undang yang boleh 
mengklaim legitimitas hanyalah undang-undang yang ditulis 
dan disahkan sendiri oleh mereka yang akan mematuhinya, 
yaitu para warganegara. Ide normatif seperti ini kiranya hanya 
ada di dalam kepala sang filsuf, jika tidak ditunjukkan substansi 
empirisnya. Maka itu Habermas memberi tilikan sosiologis. Di 
dalam demokrasi-demokrasi kontemporer di Utara Atlantik 
tuntutan normatif itu hanya bisa dipenuhi lewat demokrasi tak 
langsung, yakni lewat kontrol publik terhadap pemerintahan. 
Untuk itu negara hukum (trias politica) perlu disambungkan 
dengan ruang-ruang publik, sehingga para warganegara terlibat 
langsung ataupun tak langsung dengan proses deliberasi publik 
dan akhirnya juga proses legislasi. 


Sejauh itu, demokrasi deliberatif tidak lain daripada 
desakan untuk membuka kanal-kanal komunikasi di dalam 
negara hukum modern yang sudah ada. Sasarannya adalah 
legitimasi kekuasaan lewat partisipasi demokratis warganegara. 
Warganegara adalah aktor sesungguhnya dari deliberasi publik. 
Kita lalu boleh meminta jawaban konkret atas pertanyaan: 
Siapakah para warganegara? Mereka jelas bukan hanya 
“makhluk rasional” (verniinftiges Wesen) seperti digagas oleh 
Kant. Harus dikatakan bahwa mereka juga bukan hanya 
orang-orang sekular, entah para ateis atau agnotis. Mereka 
juga adalah para pemeluk agama. Bahkan 7046 penduduk 
Eropa dan Amerika yang terkenal sekularistis itupun mengaku 
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memeluk agama Kristiani, sekurangnya sebagai identitas sosial. 
Agama tidak pudar, dan kebanyakan warga suatu negara, 
entah aktif atau pasif, memeluk agama tertentu. Tak terjadi 
“kemenangan ateisme” sebagaimana pernah dan masih dikira 
orang. Hanya sekitar 54 penduduk Eropa mengaku ateis.s 
Apakah arti kondisi empiris ini bagi sebuah pemikiran yang 
ingin memodelkan sebuah penalaran publik untuk legislasi 
demokratis? Jawabnya hanya satu: Agama harus dilibatkan 
dalam proses penalaran publik, jika pemerintahan demokratis 
ingin legitim. Model deliberasi yang memperhitungkan peran 
agama dalam ruang publik digarap oleh Habermas di dalam 
bukunya yang relatif baru Zwischen Religion und Naturalismus. 


Sekurangnya bagi kaum sekularis Barat frase melibatkan 
agama dalam penalaran publik ditanggapi dengan skeptis. 
Tidakkah hal itu akan membahayakan demokrasi? Apakah 
agama punya nalar? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya 
menyembul keluar dari kepala orang yang membayangkan 
para inkuisitor Abad Pertengahan, barisan suicide bombers 
yang memimpikan erotik surgawi atau para teroris Al-Gaeda 
dan ISIS. Lewat bayangan horor ini kritikus agama, Herbert 
Schnidelbach menolak tegas agama di dalam ruang publik. 
Menurut Habermas ada satu hal penting yang dilupakan 
lewat pertanyaan-pertanyaan itu: Penalaran publik itu sendiri 
memiliki akar-akar religius” Ide tentang kebebasan suara 


5 Untuk ulasan tentang kondisi empiris sekularisme di Barat, Graeme Smith, A 
Short History of Secularism, I. B. Tauris, London, 2008, lih. hlm. 8, 13, dan 15. 


6 Lih. Herbert Schnadelbach, Religion in der modernen Welt, Fischer, Frankfurt 
a.M., 2009, hlm.139. 

7 Bdk. Craig Calhoun, “Secularism, Citizenship, and the Public Sphere”, dalam: 
Craig Calhoun et.al., Rethinking Secularism, Oxford, Oxford University Press, 
2011, hlm. 81. 
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hati, egalitarianisme universal dan etika keadilan merupakan 
bagian dari diskursus religius di dalam Kekristenan Barat sejak 
berabad-abad, maka memotong agama dari penalaran publik 
merupakan sikap ahistoris. Jadi, agama sudah selalu menalar, 
hanya ketika harus bertemu dengan keyakinan-keyakinan yang 
berbeda di dalam demokrasi, ia harus mengambil sikap yang 
tepat: Ia harus meninggalkan perspektifnya sendiri dan belajar 
melihat dirinya dari perspektif pihak lain. Proses transendensi 
komunikatif ini — jika kita boleh mengatakan demikian — 
merupakan “kuning telur” penalaran publik. Di dalam ruang 
publik itulah terjadi proses saling belajar di antara warga sekular 
dan warga religius, dan di antara warga dari agama-agama yang 
berbeda. Kondisi itu lalu disebut Habermas “masyarakat pasca 
sekular” (postsiikulare Gesellschaft). 


Apakah manuver Habermas terhadap sekularisme 
Barat membuat hubungan antara agama dan negara menjadi 
berbeda? Pertama-tama harus dikatakan bahwa manuver itu 
tidak mengubah penataan struktural negara sekular yang sudah 
ada. Tetap ada distingsi ketat antara ruang publik dan ruang 
privat. Negara juga tetap menganut asas netralitas dengan 
membedakan antara moral problem of justice dan ethical 
problem of good life. Jadi, alasan-alasan religius tetap harus 
“diterjemahkan” ke dalam bahasa hukum yang berorientasi pada 
kepentingan publik dan bukan kepentingan kelompok agama 
itu sendiri. Artinya, Habermas tetap membela negara sekular. 
Akan tetapi kemudian kita perlu mencermati perbedaannya. 
Bila di dalam negara sekular liberal alasan-alasan religius sejak 
awal sudah dicegah untuk disampaikan di dalam ruang publik 
atas dasar asas netralitas, di dalam saran politis Habermas, umat 
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beragama — tidak sekadar sebagai warganegara, melainkan juga 
atas nama agama mereka — boleh menyampaikan penalarannya 
di dalam ruang publik. Kaum Muslim di Prancis, misalnya, 
boleh menalar tentang pemakaian hijab di tempat-tempat 
umum. Para pemeluk Shikh di Kanada boleh berargumen 
untuk pengecualian terhadap pemakaian helm. Kaum Muslim 
Turki di Jerman boleh mengajukan alasan-alasan rasional 
untuk keberatan mereka atas salib yang digantung di sekolah- 
sekolah. Negara sekular memang tetap sekular, tetapi ada 
suatu perbedaan penting: Para warga pemeluk agama di negara 
itu boleh membawa alasan-alasan religius mereka dalam 
sebuah deliberasi publik. Tidakkah manwver ini terlalu riskan 
bagi negara sekular? Keyakinan apa yang mendasari argumen 
Habermas? 


Bila kita percaya pada kekuatan komunikasi untuk 
transformasi sosial dan politis, manuver Habermas itu 
merupakan bagian penting radikalisasi komunikasi di 
dalam negara hukum demokratis. Sasaran akhirnya adalah 
transformasi nilai-nilai partikular yang terkait agama tertentu 
menjadi nilai-nilai kewarganegaraan yang dianut bersama oleh 
publik yang lebih luas. Dikatakan secara sangat karikatural, 
sebagai hasil penalaran publik kepentingan warga Kristiani, 
Muslim, Hindhu, Buddhis atau agama manapun tidak tinggal 
sebagai kepentingan-kepentingan partikular itu, melainkan 
menjadi kepentingan publik. Hal itu hanya mungkin 
jika mereka masing-masing bersedia merelatifkan sudut 
pandang triumfalistis mereka dan mengambil sudut pandang 
warganegara yang berorientasi pada demokrasi dan hak-hak 
asasi manusia. Sejauh dibicarakan secara teoretis, keyakinan 


24 Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


